
Pemkot Makassar Jadi Derah Pertama Terapkan Inovasi Kartu Kredit 
Pemerintah

 

Sumber gambar: 
https://bacapesan.fajar.co.id/2024/04/19/pemkot-makassar-jadi-daerah-pertama-terapkan-

inovasi-kartu-kredit-pemerintah/ 

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai menggunakan Kartu Kredit 
Pemerintah Daerah (KKPD).  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah 
(BPKAD)  menjadi  instansi  pertama uji  coba  inovasi  dari  pemerintah  pusat 
tersebut  kemarin.  Kepala  BPKAD  Makassar  Muh  Dakhlan  menyampaikan 
penerapan KKPD ini  berdasarkan amanat Peraturan Menteri  Dalam Negeri 
Nomor  79  Tahun  2022  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan Kartu  Kredit 
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD.

Kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Wali  Kota  Makassar 
Nomor  41  Tahun  2023  Tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Dan 
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD. 
“Jadi kami Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset  Daerah  bersama dengan Bank  Sulselbar  dan  Bank  Mandiri  yang 
difasilitasi  oleh  Bank  Indonesia  Perwakilan  Provinsi  Sulawesi  Selatan 
mengupayakan  percepatan  implementasi  penggunaan  Kartu  Kredit  dalam 
pelaksanaan  belanja  APBD  Kota  Makassar,”  ujar  Muh  Dakhlan,  Jumat 
(19/4/2024).

Uji coba pertama kalo KKPD ini, kata dia, pihaknya melakukan transaksi 
dalam  pembayaran  belanja  makan  minum  rapat  kegiatan  BPKAD  Kota 
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Makassar.  Hal  tersebut  menjadi  wujud  implementasi  penggunaan Kartu 
Kredit  Pemerintah Daerah  pertama  di  Kawasan  Indonesia  Timur.  “Setelah 
BPKAD,  SKPD  dan  Sekretraiat  Daerah  selanjutnya  akan  menyusul  menjadi 
salah satu percontohan dalam penggunaan KKPD ini dan selanjutnya secara 
bertahap  diikuti  oleh  SKPD  lainnya  lingkup  Pemerintah  Kota  Makassar,” 
tegasnya.

“Penggunaan Kartu  Kredit  Pemerintah Daerah  ini  sebagai  salah  satu 
upaya  untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan 
keuangan daerah melalui pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan 
APBD,” tambahnya.

Selain  itu,  sambung pria  alumni  Universitas  Gadjah Mada (UGM) ini 
menyampaikan,  penerapan  KKPD  ini  menjadikan Pemkot  Makassar sebagai 
pemerintah kota pertama di Indonesia Timur bertransaksi dengan KKPD. Hal 
ini  menegaskan  komitmen  Makassar  dalam  persoalan  transparansi  dan 
akuntabel. “Alhamdullilah, kita menjadi pemkot pertama di Indonesia Timur 
yang bertransaksi dengan KKPD,” ucapnya.

Diketahui,  upaya  penerapan  KKPD  ini  melewati  beberapa  kegiatan 
seperti Fasilitasi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Tata 
Cara  Penggunaan  Dan  Penyelenggaraan Kartu  Kredit  Pemerintah Daerah 
Dalam  Pelaksanaan  APBD  oleh  Kementerian  Hukum  Dan  HAM  dan  Biro 
Hukum Provinsi Sulawesi Selatan pada 26-27 September 2023.

Penandatanganan Peraturan Wali Kota Tentang Tata Cara Penggunaan 
Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit  Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan 
APBD dilakukan serentak bersama kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang 
difasilitasi  Bank Indonesia pada 4 Oktober 2023.  Penandatangan Perjanjian 
Kerja Sama Pemerintah Kota Makassar dengan Bank Sulselbar Cabang Utama 
Makassar  Tentang  Penyelenggaraan  KKPD  dalam  pelaksanaan  APBD  Kota 
Makassar,  28  November  2023.  “Puncaknya  itu,  ada  acara  pernyataan 
komitmen  implementasi  Kartu  Kredit  Pemerintah  Daerah  oleh  seluruh 
kabupaten/kota  se-Sulawesi  Selatan  bersama  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi 
Selatan, Bank Indonesia dan Bank Sulselbar pada 5 Desember 2023,” jelasnya.

Deputi  Kepala  Perwakilan  Bank  Indonesia  Sulsel  Rudy  B.  Wijanarko 
menerangkan,  pemerintah  melalui  Bank  Indonesia  mendorong  digitalisasi 
dalam penggunaan belanja daerah. Tahap pertama, kartu kredit tersebut akan 
diserahkan  ke  15  kabupaten/kota  di  Sulsel,  termasuk  Makassar.  “Realisasi 
belanja pemerintah daerah seperti yang disampaikan presiden masih rendah. 
Jadi,  memang  butuh  strategi  untuk  mendorong  supaya  bisa  maksimal,” 
ungkap  Rudy  belum  lama  ini.  Dia  menambahkan,  seperti  yang  terjadi 
sebelumnya, penyerapan anggaran di awal tahun masih sangat rendah. Hanya 
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bergerak  pada  belanja  pegawai.  Selain  itu,  pencairan  anggaran  kadang 
terbentur  oleh  proses  administrasi  yang  cukup  panjang.  Sehingga  dengan 
kehadiran kartu kredit untuk pemerintah daerah, proses pencairan anggaran 
bisa dilakukan, bahkan di awal tahun anggaran. 

Sumber Berita : 
1. https://bacapesan.fajar.co.id/2024/04/19/pemkot-makassar-jadi-daerah-  

pertama-terapkan-inovasi-kartu-kredit-pemerintah/  19 April 2024.
2. https://beritakotamakassar.com/berita/2024/04/20/belanja-pemkot-pakai-  

kartu-kredit/ 20 April 2024. 
 
Catatan : 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
1) Belanja   Daerah   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   27 ayat  (1) 

huruf b  untuk  mendanai pelaksanaan   Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah.

2) Urusan  Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  terdiri  atas  Urusan Pemerintahan  Wajib   dan 
Urusan   Pemerintahan   Pilihan sesuai  dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

3) Urusan  Pemerintahan Wajib  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (2) 
terdiri  atas  Urusan   Pemerintahan   Wajib   yang terkait  Pelayanan 
Dasar  dan Urusan  Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan 
Dasar.

4) Urusan    Pemerintahan   Pilihan   sebagaimana    dimaksud pada ayat (2) 
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

5) Belanja   Daerah   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat    (1) dialokasikan 
dengan  memprioritaskan  pendanaan   Urusan  Pemerintahan  Wajib 
terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan 
Minimal.

6) Belanja  Daerah  untuk  pendanaan Urusan  Pemerintahan Wajib    yang 
tidak   terkait   dengan     Pelayanan   Dasar dialokasikan sesuai dengan 
kebutuhan daerah.

7) Belanja   Daerah   untuk   pendanaan  Urusan   Pemerintahan  Pilihan 
dialokasikan  sesuai  dengan  prioritas  daerah  dan potensi yang dimiliki 
Daerah.

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
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1) Belanja   Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   49  ayat  (5) 
berpedoman  pada  standar  harga  satuan   regional,  analisis   standar 
belanja,   dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

2) Belanja  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49 ayat  (6)   dan 
ayat  (7)   berpedoman pada  standar  harga satuan    regional,   analisis 
standar    belanja,     dan/ atau standar  teknis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

3) Standar   harga  satuan   regional   sebagaimana  dimaksud pada  ayat 
( 1)  dan  ayat  (2)  ditetapkan  dengan  Peraturan Presiden.

4) Standar   harga  satuan   regional  sebagaimana   dimaksud pada    ayat 
(3)     digunakan    sebagai    pedoman    dalam menyusun  standar   harga 
satuan   pada  masing-masing Daerah.

5) Analisis  standar belanja  dan standar  teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1)  dan ayat  (2)  dan standar  harga satuan  sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (4)  ditetapkan dengan Perkada.

6) Analisis   standar  belanja,   standar  harga  satuan,   dan/  atau  standar 
teknis   sebagaimana  dimaksud  pada    ayat    (5)  digunakan untuk 
menyusun rencana  kerja  dan  anggaran dalam penyusunan  rancangan 
Perda tentang APBD.

7) Belanja  Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  dan ayat  (2) 
dirinci menurut  Urusan  Pemerintahan   daerah, organisasi,   Program, 
Kegiatan,  jenis,  obyek,   dan   rincian obyek Belanja Daerah.
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